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Padang, 4 April 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding
adalah merupakan kawal depan (voorpost) bagi Mahkamah Agung di lingkungan peradilan
tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi pengawasan dan
pembinaan. Fungsi kawal depan tersebut dilaksanakan antara lain dengan penyelesaian
permasalahan-permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat pertama yang dapat
memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan.

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 29 Maret 2022 telah
menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah untuk membahas permasalahan teknis dan non
teknis yang mengemuka di masing-masing pengadilan tingkat pertama, dan telah
menghasilkan rumusan pada bidang sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial
2. Bidang Administrasi Kepaniteraan
3. Bidang Administrasi Kesekretariatan

Rumusan-rumusan tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dalam proses
penanganan perkara dan pelaksanaan tugas lainnya pada pengadilan tingkat pertama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
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RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal telah menyelenggarakan Rapat Kerja
Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 yang diikuti oleh Pimpinan
Pengadilan Agama se Sumatera Barat, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 di
Padang, telah menghasilkan rumusan sebagai berikut :

I. RUMUSAN BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

NO PERMASALAHAN SOLUSI/NORMA

1. | Belum adanya ketetapan biaya | Pedomani Pasal 8 ayat 2 Perma No. 1
mediasi dan teknis pembayaran jasa | Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. /
mediator untuk mediator non hakim. | Perma No. 1 Tahun 2016
Apakah dipungut bersamaan dengan
panjar, dibayar langsung oleh pihak
kepada mediator atau dititip terlebih
dahulu kepada kasir.

2. | Untuk membuktikan hubungan | - Jika diketahui buku nikah palsu
hukum (legal standing) para pihak | sebelum pembuktian, maka perkara
dalam perkara perceraian adalah | tersebut dinyatakan tidak dapat
dengan Buku Nikah. Bagaimana | diterima (NO) karna tidak memenuhi
kalau pihak mengajukan buku nikah legal standing;
palsu sebagai bukti hubungan |- Jika diketahui setelah pembuktian,
hukumnya dalam perkara perceraian | maka Perkara ditolak dengan dasar
(kepalsuan buku nikah diketahui gugatan tidak terbukti;
berdasarkan  penelusuran pada
aplikasi SIMKAH dan juga| Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
berdasarkan  pengakuan pihak, | (Perkawinan hanya dapat dibuktikan
ternyata pernikahannya tidak | dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
memenuhi rukun dan syarat Pegawai Pencatat Nikah)
perkawinan)?

3. | Apakah untuk memperoleh | Ketika anak sudah mumayyiz, maka
keterangan anak yang telah | harus didengar keterangannya.
mumayyiz dengan cara
menghadirkan anak tersebut di|Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum
muka sidang merupakan suatu | Islam (Pemeliharaan anak yang sudah
keharusan (syarat formil)? mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih di antara ayah atau

ibunya  sebagai hak  pemegang
pemeliharaannya.

4. | Jika gugatan kurang pihak, kapan | Pedomani SEMA No. 1 tahun 2017
Majelis Hakim menyatakan perkara angka 2.
tersebut tidak dapat diterima?

S. | Terkait mediasi harta bersama, | - Mediator tidak dapat melakukan
apakah mediator perlu melakukan | descente.
decente tempat objek perkara | - Mediator non hakim dan non pegawai
sengketa? pengadilan dapat meminta bukti?

terkait objek sengketa dan melihat
objek perkara.

- Mediator  hakim dan pegawai
pengadilan dilarang melakukan
kegiatan mediasi diluar kantor
pengadilan. (pedomani pasal 11 angka
2 dan 3 Perma no.1 tahun 2016).




NO PERMASALAHAN SOLUSI/NORMA

6. | Amar putus menghukum tergugat | - Majelis hakim tidak boleh
untuk membayar kewajibannya | memerintahkan panitera didalam
sebelum mengambil akta cerai, hal| amar untuk menahan akta cerai
ini terkait dengan Panitera dan hanya “dapat” menambahkan “yang

Petugas Meja III (PTSP). dibayar sebelum Tergugat mengambil

Apakah hakim bisa memerintahkan | akta cerai”.SEMA No.2 tahun 2019

panitera untuk menahan akta cerai | angka 1 huruf (b).

tergugat sampai tergugat | - Perlu dibuat regulasi mekanisme sama

menunaikan kewajibannya yang| seperti dengan penyerahan uang

terkait dengan nafkah iddah? Atau konsignasi, yaitu dengan menitipkan
bagaimana teknisnya? Bagaimana uang tersebut kepada panitera sebagai
penerapan SEMA itu? titipan pihak ketiga.
Perma No. 3/2017 dan Sema No.
2/2019
7. | Kebjjakan tidak sesuai dengan | Wali hanya sebatas memberikan
peraturan Perundang-undangan | keterangan, bukan sebagai pihak.
mempunyai kendala dalam | Solusi bagi wali, jika pernikahan belum
penerapannya terlaksana dapat mengajukan perkara
pencegahan perkawinan dan jika

Perkara  Wali  Adhal bersifat | pernikahan telah terjadi dapat

voluntaire tidak mengakomodir wali menagajukan pembatalan perkawinan.

sebagai pihak sehingga wali tidak | Pedoman Buku II pasal 157

mempunyai upaya hokum.

8. | Bolehkah dikomulasikan perkara | - Sesuai dengan SEMA 2/2019 tidak

Isbat Nikah, dengan Penetapan Ahli | boleh dikumulasikan.

Waris - Rumusan SEMA 5/2021 angka 2
huruf a, tidak dapat dikumulasikan
kecuali pernikahan pewaris yang
dilakukan sebelum berlakunya UU
No.1/1974.

9. | Dalam perkara gugatan harta | Rumah itu dapat dijual dan nilainya

bersama, satu unit rumah yang
dibangun di atas tanah milik orang
tua salah satu pihak yang
berperkara menimbulkan masalah
dalam eksekusi terhadap rumah
tersebut (objek sengketa). Jika
rumah itu dijual terbentur dengan
status tanah tempat berdirinya
rumah tersebut, yang masih menjadi
milik orang tua salah satu pihak
yang sebelumnya ada perjanjian
bahwa selama memakai tanah
tersebut akan dibayar kontrakan
atas tanah tersebut yang pada saat
ini bangunan tersebut dijadikan
tempat berjualan oleh salah satu
pihak. Bagaimana cara pembagian
harta tersebut ?

diperhitungkan oleh para pihak.




NO

PERMASALAHAN

SOLUSI/NORMA

10.

Bolehkah mengubah posita dan
petitum dalam perkara voluntair?

Bagaimana dalam perkara
penetapan ahli waris, ternyata dalam
pemeriksaan perkara ditemukan ada
ahli waris lain, apakah dalam hal ini
bisa dirubah permohonannya,
bagaimana teknis memanggilnya?

Dapat  dirubah sepanjang tidak
merugikan pihak lain dan tidak
merubah pokok perkara.

Khusus untuk perkara waris pedomani
SEMA No.1/2017 angka 2.

11.

Penyampaian tuntutan dalam posita
lebih banyak dari yang dimuat dalam
petitum.

Contoh: Dalam posita ada tuntutan
hadhanah dan nafkah anak, tetapi
tidak dimuat dalam petitum.
Bolehkah dalam hal tersebut hakim
mengabulkan melebihi petitum?

- Untuk hak hadanah tidak dibenarkan
tanpa tuntutan (pedomani SEMA No.3
tahun 2015 angka 10 dan SEMA No.3
tahun 2018 angka 1 huruf (i).

- Untuk nafkah anak dapat dikabulkan
secara ex officio SEMA No.4 tahun
2016 angka 5.

12.

Bagaimana mekanisme permintaan
rekomendasi baik dari bidan /dokter,
peksos, maupun yang lainya dalam
perkara Dispensasi Kawin sesuai
ketentuan Pasal 16 PERMA no. 5
tahun 2019.

- Untuk mendapatkan keterangan
bidan atau dokter tanggung jawab
pihak pemohon.”

- PA dapat berinovasi dengan
bekerjasama/MOU dengan dinas
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang salah satu isi
MOU Sebelum perkara didaftarkan
disarankan para pihak untuk
konsultasi dengan dinas
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

13.

Pada saat ikrar talak Pemohon hadir
sedangkan Termohon tidak hadir di
persidangan. Majelis menunda
sidang ikrar selama 6 bulan dengan
alasan Pemohon belum membawa
kewajibannya. Selama tenggang
waktu 6 bulan , pemohon melapor
untuk ikrar. Apakah ketika melapor
itu kita sidangkan saja atau perlu
kita panggil lagi dengan membuat
PHS baru;

Jika masih dalam tenggang waktu 6
bulan harus dibuat PHS baru dan isteri
dipanggil.

Pertama, sidang ikrar talak dapat
dilaksanakan setelah memenuhi
kewajiban sesuai amar putusan.

Kedua suami dapat melaksanakan ikrar
talak meskipun belum memenuhi
kewajiban sesuai amar apabila disetujui
oleh istri (SEMA No.1 tahun 2017 angka
1).




II. RUMUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN

NO

PERMASALAHAN

SOLUSI/NORMA

Pelaksanaan panggilan bantuan
untuk perkara prodeo DIPA perlu
keseragaman pembayaran. Untuk
panggilan di luar daerah apakah
menggunakan SPD atau cukup surat
tugas dan biaya panggilan sesuai
radius. Karena jika menggunakan
SPD, target DIPA tidak tercapai.

Pelaksanaan panggilan bantuan untuk
perkara prodeo DIPA, menggunakan
Surat Tugas dari Pengadilan Agama
yang diminta bantuan dan pembayaran
biaya pangggilan disesuaikan dengan
radius setempat

Juknis Badilag Nomor.

065/DjA/OT.01.1/SK/1/2021

Data elitigasi tidak dapat diketahui
oleh  tingkat pertama secara
otomatis, melainkan masih
menggunakan data manual

Mengusulkan ke Badilag untuk
penambahan fitur e-litigasi di SIPP
dan/atau perlu aplikasi tersediri e-
litigasi agar Data elitigasi dapat
diketahui oleh tingkat pertama secara
otomatis

Perma No. 1 Tahun 2019

Output atau surat gugatan yang
didapat dari aplikasi gugatan
mandiri belum sesuai dengan format
surat gugatan

untuk
gugatan

Mengusulkan ke Badilag
penyempurnaan aplikasi
Mandiri

Adanya pengaduan masyarakat
terhadap amar putusan yang tidak
dianonimasi dimana identitas pihak
tampil di direktori putusan.

Mengusulkan ke Badilag untuk
penyempurnaan aplikasi SIPP sehingga
amar yang ditampilkan pada direktori
putusan adalah amar yang identitas
pihaknya dikaburkan.

SK KMA No 1-144 Tahun 2011

Masyarakat mengeluh tingginya
biaya pengiriman surat dan wesel
lewat pos yang ditaksir bersamaan
panjar biaya perkara.

Pengiriman surat dan wesel mohon
bantuan ke PA lain perlu biaya yang
agak besar yang membebani
masyarakat dalam membayar biaya
perkara terutama ke Indonesia
Timur.

Manfaatkan delegasi dalam SIPP dan
email kantor dalam mengirim surat dan
terhadap uang panggilan cukup lewat
bank yang ditunjuk oleh badilag
sehingga tidak ada biaya kirim wesel.

ATK perkara pemamfaatan belum
dapat dirasakan masyarakat yang
membayar biaya perkara.

Penggunaan Biaya ATK perkara
berdasarkan SK Ketua Pengadilan
Agama dan dirinci (pedomani PERMA
No.3 tahun 2012 pasal 5).

Mediasi perkara Perlawanan dan
Mediasi Sukarela tidak terbaca pada
Laporan Mediasi SIPP.

Mengusulkan ke Badilag Agar Mediasi
Perkara Perlawanan dan Mediasi
Sukarela ada pada SIPP karena
penyelenggaraan waktu pelaksanaan
mediasi harus berbeda dengan mediasi
awal.

Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016 tentang

Mediasi Perkara Perlawanan
Pasal 33 Perma No.1 Tahun 2016
tentang Mediasi Sukarela




NO

PERMASALAHAN

SOLUSI/NORMA

Perkara e-court dan e-litigasi
dilaksanakan untuk memberikan
kemudahan dan keringanan dalam
berperkara bagi masyarakat pencari
keadilan, sesuai dengan prinsipnya
berperkara cepat dan biaya ringan,

a. Surat kuasa insidentil sudah ada
pada aplikasi e-court sehingga para
pihak tidak datang lagi ke Pengadilan
Agama

b. Melakukan penyempurnaan pada
aplikasi e-court, sehingga para pihak

tetapi dalam pelaksanaannya tidak perlu datang ke kantor
terdapat berbagai kendala Pengadilan Agama
diantaranya: KMA 129 tahun 2019
a. Pembuatan surat kuasa insidentil

harus dilaksanakan di hadapan

Panitera.
b. Para pihak harus datang ke

Pengadilan Agama untuk

mendaftarkan akunnya sebelum

mendaftarkan  perkara pada

aplikasi e-court.

9. | Pada aplikasi Simtalak Badilag ada | Perlu dilakukan singkronisasi data
menu TNP2K / basis data terpadu | antara disdukcapil dan dinas sosial
kemiskinan apakah para pihak setempat agar ada keseragaman data
tergolong tidak mampu melalui NIK, | pada aplikasi Simtalak Badilag menu
namun sejak launching tidak bisa | TNP2K / basis data terpadu kemiskinan
digunakan. Agar ada data | dan diusulkan perbaikan ke Badilag.
pendukung lainnya apabila para
pihak tidak memiliki kartu PKH /KIS
dan lainnya.

10.| Adanya perbedaaan waktu | Mengusulkan ke Badilag agar waktu
penyelesaian perkara antara SIPP | penyelesaian perkara yang dimediasi
Mahkamah Agung dengan SIPP lokal | Pada SIPP Mahkamah Agung agar
Satler dimana ada SIPP d}samakan dengan SII?P .lokal Satker,

) p . o
Mahkamah Agung proses mediasi dlmana} proses mediasi t1c.1ak dihitung
sebagai waktu penyelesaian perkara
dihitung sebagai waktu penyelesaian sesuai surat Dirjen Badilag No.
perkara, sedangkan pada SIPP lokal | 3775 /DJA/HM.00/8/2019 tanggal 2
satker proses mediasi tidak dihitung | Agustus 2019;
sebagai waktu penyelesaian perkara.
11.| Untuk oneday publish dan oneday | Permasalahan perbedaan waktu yang

minute pada dirput admin saat ini
menggunakan waktu WITA atau
lebih cepat beberapa jam dari waktu
WIB sehingga jika putusan di upload
pada malam hari maka akan
terhitung esok harinya karena sudah
lewat jam 00.00 WIB.

digunakan aplikasi direktori putusan

yang menggunakan waktu WITA
diteruskan ke Badilag agar dapat
disesuaikan antara waktu daerah

setempat dengan waktu pada direktori

putusan.

Surat  Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor
137/DJA/HM.02.3/1/2019 tentang
penilaian penyelesaian perkara

berdasarkan SIPP;




NO

PERMASALAHAN

SOLUSI/NORMA

12,

Jika dalam perkara cerai gugat
terjadi perdamaian antara para
pihak sebelum perkara berkekuatan
hukum tetap apakah di perbolehkan
mengembalikan buku nikah para
pihak atas dasar perdamaian yang
telah mereka lakukan sebelum
putusan BHT tanpa mengajukan
upaya hukum?

Perkara cerai gugat terjadi perdamaian
antara para pihak sebelum perkara
berkekuatan hukum belum dapat
dikembalikan buku nikah para pihak,
kecuali diajukan banding untuk
membatalkan putusan PA dengan
alasan damai.

13.

Tanggal BHT Perkara E-court baik
yang E-Litigasi dan Non Elitigasi BHT
dihitung sesuai dengan hari kerja,
karena dalam sistem aplikasi e-court
mulai dihitung secara otomatis
waktu untuk melakukan upaya
hukum setelah perkara diputus
(Untuk E-litigasi) dan dihitung
setelah PBT untuk perkara e-court
biasa.

Sedangkan perkara Non E-Court,
BHT dihitung sesuai dengan hari
kalender yaitu pada hari ke 15
setelah perkara putus atau setelah
PBT disampaikan. Mengakibatkan

Perlu dilakukan sosialisasi SEMA no.5
tahun 2021 dan supaya Aplikasi e-court
disesuaikan dengan SEMA no. 5 tahun
2021 agar ditetapkan tidak ada
kemungkinan untuk banding lagi ketika
sudah BHT

Produk AC berbeda cara
penghitungan
14.| Relaas panggilan asli tidak | Relaas harus segera dikirimkan saat

dikirimkan oleh pengadilan tempat
meminta bantuan atau sering
terlambat, sehingga yang masuk ke
dalam berkas untuk diminutasi
adalah file scaning pdf atau Jpeg.

panggilan telah dilaksanakan dan
mengirimkan resi pos surat dan
diupload dalam SIPP delegasi

pengantar, relaas dan nomor resi pos
dan harus ada keterangan dari PA yang
minta bantuan bahwa Relaas asli
sedang dikirim

Buku II

15.

Tidak ada menu pembuatan PMH,
PP, JS dan PHS khusus untuk ikrar
talak yang ditunda selama 6 bulan.
Sehingga data yang ada dalam SIPP
tidak update dan PHS tidak bisa
dibuat baru dalam aplikasi.

PHS untuk ikrar talak yang ditunda
selama 6 bulan dibuat secara manual,
dan diusulkan kepada kepada Tim
Teknis SIPP untuk menyediakan menu
tersebut
Buku II

16.

Perubahan penunjukan Panitara
Pengganti dan Jurusita dalam
perkara  biasa tidak muncul
templatenya di SIPP begitu juga
penunjukan Penitera Pengganti dan
Jurusita di Ikrar Talak tidak terdapat
templetenya

Mengusulkan ke Badilag agar template
SIPP disempurnakan untuk Perubahan
penunjukan Panitara Pengganti dan
Jurusita dalam perkara biasa dan
penunjukan Penitera Pengganti dan
Jurusita di Ikrar Talak

17.

Penetapkan hakim tunggal dalam
perkara tidak ada menunya juga
kalender hakim, dan tanggalnya

Mengusulkan ke Badilag agar
disempurnakan template Penetapkan
hakim tunggal dalam perkara, berikut
juga kalender hakim, dan tanggalnya
pada SIPP.




NO PERMASALAHAN

SOLUSI/NORMA

18.| Penilaian triwulan terkait prestasi
kinerja satker pada item upaya
hukum jika ada upaya hukum
bernilai 5 namun jika tidak ada
bernilai nol. Seharusnya tidak
adanya upaya hukum menunjukan
kepuasan masyarakat terhadap
putusan Pengadilan sehingga

mendapatkan nilai tertinggi

Perlu dikaji ulang penilaian tersebut.

- Nilai 5, jika tidak ada upaya hukum

- Nilai 3, ada upaya hukum, berkas
dikirimkan tepat waktu

Nilai 0, ada upaya hukum berkas tidak

dikirimkan tepat waktu.

Perma 1 tahun 2019

19.| Taksiran panjar biaya perkara e-
Court tidak membedakan antara
perkara cerai gugat dengan cerai
talak, padahal persidangan untuk
perkara cerai talak ditambah dengan
1 kali persidangan untuk cerai talak,
sehingga para pihak harus
menambah panjar dan hal ini dapat
mengganggu proses persidangan.

Taksiran panjar biaya perkara pada
aplikasi ecourt untuk sidang ikrar talak
pada perkara cerai talak dapat disetting
pada aplikasi ecourt

SK KMA 129 Tahun 2019

20.| Pendaftaran perkara eksekusi Harta
Bersama yang perkaranya belum
masuk di SIPP tahun 2022, sehingga
perkara eksekusi tersebut tidak bisa

dimasukkan ke SIPP

Diusulkan ke Badilag agar pendafaran
perkara eksekusi Harta Bersama
dengan menambah menu pada SIPP
SEMA No. 4, 2008

21.| Bagaimana cara pendaftaran
perkara prodeo DIPA di SIPP setelah
adanya Keputusan Dirjen Badilag
No.  065/DJA/OT.01/1/SK/2022.
Pada saat dipilih jenis prodeo DIPA,

langsung muncul ATK Rp. 50.000.

Diusulkan ke Badilag agar menambah
menu untuk pendaftaran Perkara
Prodeo yang dibiayai oleh DIPA 04 pada
aplikasi SIPP

22.| Pengiriman Direktori Putusan dari
server lokal ke server direktori
mempunyai perbedaan waktu
selama 2 jam.

Contoh: pengiriman direktori dari
server lokal pukul 23.30, namun
setelah dicek di Direktori Mahkamah
Agung pengiriman terbaca 01.30,
tentunya tanggal dan harinya sudah
berbeda dan telah melewati one day
one publish.

Diusulkan ke Badilag agar ada
singkronisasi waktu anatara server
lokal dengan Direktori Mahkamah
Agung (one day publish dicek dari
tanggal dan pengiriman awal bukan
tanggal dan waktu upload terakhir)




III. RUMUSAN BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

NO PERMASALAHAN SOLUSI/NORMA
1. | Belum adanya kepastian | Berpedoman kepada Peraturan ANRI
penggunaan format Surat | No. 5 Tahun 2021
Keputusan. Apakah berdasarkan
peraturan ANRI atau Menpan
2. | - Perangkat Server yang dimilki PA Pariaman dan PA Koto Baru
Pengadilan Agama Pariaman ada | 1. Dianjurkan permintaan server baru
kerusakan mainboard dan power dengan melengkapi data
supply pada server karena dukungnya;
pengadaan sever tersebut pada | 2. Perlu memperbaiki ruangan server
tahun 2015 dan apabila diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang
memerlukan biaya perbaikan yang ada;
mahal/besar dan Tahun 2020 | 3. Pengecakan server oleh Tim IT PTA
tidak dapat pengadaan server. Padang.
- Pada Pengadilan Agama Koto
Baru, kapasitas server hampir
penuh, dimana server saat ini
adalah server pengadaan tahun
2015 dengan kapasitas
penyimpanan hanya 300GB dan
sudah hampir terisi penuh serta
belum tersedianya UPS yang
memadai untuk membackup daya
listrik pada server sehingga pada
saat listrik padam, server juga
mati sedangkan genset yang ada
memiliki waktu jeda untuk
menyala dari mati lampu sekitar 5
detik
3. | Kendaraan Dinas Pimpinan dan Memperhatikan perawatan mobil dinas
operasional sudah melewati umur | yang ada, bagi yang rusak berat dapat
manfaat dan memiliki banyak | memasukkan usulan baru pengadaan
kerusakan pada Pengadilan Agama | kendaraan dinas.
Pariaman, Pengadilan Agama | (Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Payakumbuh, Pengadilan Agama | Nomor : 299/SEK/01/V/2010 tanggal
Sawahlunto dan Pengadilan Agama | 31 Mei 2010 tentang Penggunaan Mobil
Lubuk Sikaping Dinas pada kantor Pengadilan.)
4. | Penghapusan BMN yang belum | Untuk penghapusan diusulkan melalui
terselesaikan di Tingkat MA aplikasi e-sadewa
S. | Terdapatnya kekosongan jabatan: - Satker dapat mengirimkan hasil
- Pada Pengadilan Agama Talu, baperjakat apabila ada kekosongan
terdapat kekosongan jabatan jabatan;
Kasubag Kepegawaian Organisasi | - PTA Padang akan memperhatikan
dan Tata Laksana, Kasubag kekosongan jabatan dan
Umum dan Kasubag Keuangan. memasukkan ke baperjakat PTA
- Pengadilan = Agama  Sijunjung (Perma 7 Tahun 2015 tentang
terdapat kekosongan jabatan | Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Kasubbag Kepegawaian Ortala. dan Kesekretariatan Peradilan Pasal
- Pada Pengadilan Agama Solok dan | 323-325)
Pengadilan Agama  Sijunjung
terdapat kekosongan pada jabatan
Panitera Pengganti (murni) dan
Fungsional Bendahara.
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- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
di PA Koto Baru TMT 1 April
memasuki masa pensiun

6. | Terdapat beberapa permasalahan |- Satker dapat mengirimkan hasil
pada bagian sumber daya manusia baperjakat apabila ada kekosongan

di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama jabatan atau kekurangan jabatan

Padang: pelaksana;

- Kurangnya tenaga pelaksana pada | - PTA Padang akan memperhatikan
Pengadilan Agama Pulau Punjung, kekosongan jabatan dan
Terjadinya rangkap tugas dan memasukkan ke baperjakat PTA
menghambat dalam penyelesaian | - Memantau pelaksanaan diklat untuk
tugas-tugas lainnya. jabatan bendahara dan pengadaan

- Tidak ada Pegawai yang memiliki barang dan jasa.
sertifikat barang dan jasa sehigga (Keputusan  Sekretaris MARI No.
jabatan PPK dirangkap oleh KPA; | 604 /SEK/SK/VIII/2020 tentang

- Pejabat Pengadaan diambilkan Penetapan Peta Jabatan di lingkungan
dari Satker yang lain. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

- Personil/struktur Pengelola | Yang Berada Dibawahnya)

Keuangan tidak mencukupi
(Bendahara penerimaan dan
pengeluaran) di rangkap oleh
bagian kepaniteraan di PA Lubuk
Sikaping
7. | Belum ada keseragaman | PTA mengadakan bimtek penyusunan
penyusunan SKP SKP
(PP 30 Tahun 2019 &
PermenpanRB No. 8 Tahun 202 1)
8. | Beberapa PTSP pada Pengadilan | Pengusulan belanja modal dan info dari

Agama di wilayah Pengadilan Tinggi

Agama

Padang masih kurang

memadai dan perlu direhab seperti:

Ruang PTSP pada Pengadilan
Agama Payakumbuh tidak
representatif:

a. Luas ruangan PTSP 3,5 m x 6
m, ruangan sempit dan tidak
nyaman sehingga Petugas PTSP
terdiri dari 3 orang dengan
Jarak duduk yang berdekatan

b. Kapasitas/ daya tampung
masyarakat pencari keadilan di
ruang PTSP maksimal 5 orang

c. dan ruang tunggu sidang
Pengadilan Agama
Payakumbuh tidak ada, sampai
sekarang ruang tunggu sidang
memakai teras kantor, pada
saat sidang banyak masyarakat
berdesakan bahkan tidak bisa
duduk ditempat yang telah
disediakan.

Ruang PTSP Pengadilan Agama

Sawahlunto belum memenuhi

biro bisa digunakan dari
pemeliharaan terlebih dahulu.

biaya
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standar sesuai peraturan yang
ada, yaitu ruangan yang sempit,
PTSP Pengadilan Agama
Sawahlunto belum memiliki ruang
untuk Pelayanan Bantuan Hukum
atau Posbakum, sementara tahun
anggaran 2022 ini memiliki
anggaran untuk Posbakum
sehingga untuk tetap memberikan
pelayanan tersebut, Advokad yang
memberikan jasa layanan bantuan
hukum kepada para pihak pencari
keadilan hanya kami sediakan
satu meja itupun dengan ruangan
yang hanya berukuran 1,5M x
2M dan bergabung dengan pojok
E-Court dan Gugatan Mandiri.

Penyusunan Anjab dan ABK yang
masih
ketentuan

belum sesuai dengan

Share aturan anjab dan abk baru dan
mempedomani sesuai aturan yang baru.
(Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja)

10.

Berhubungan dengan pelayanan
publik:
- Padang

Pengadilan Agama
Batusangkar ruang pelayanan
publik dan ruang tunggu pada
sempit, jalur menuju ruang
mediasi menjadi sangat sempit,
tidak ada ruang kuasa hukum
(pengacara), ruang bermain anak
dan laktasi tidak nyaman/ saat ini
memanfaatkan rongga dibawah
jenjang. Kurangnya Anggaran
Pemeliharaan, kondisi kantor.
Pengadilan Agama Batusangkar
saat ini sangat membutuhkan
Anggaran yang lumayan besar
untuk rehab sedang seperti: rehap
atap, dinding dan Flapon Kantor.
Belum adanya ruang bermain
anak, ruang laktasi, ruang tunggu
sidang, yang representatif,Belum
adanya Akses difable dan jalan
disabilitas yang sesuai dengan
standar pada Pengadilan Agama
Lubuk Sikaping.

Pengusulan belanja modal dan info dari
biro bisa digunakan dari biaya
pemeliharaan terlebih dahulu.

(UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Menteri Keuangan No.
94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga)

11.

Masih kurangnya peralatan di
bagian Kesekretariatan Pengadilan
Agama Batusangkar seperti lemari
arsip. Sehingga Arsip tidak tertata
dengan baik dan rapi.

Pengusulan belanja modal dan info dari
biro bisa digunakan dari biaya
pemeliharaan terlebih dahulu.

(PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
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- Minimnya Lemari

arsip bagian
kesekretariatan pada Pengadilan
Agama Lubuk Sikaping: almari
arsip umum keuangan,
kepegawaian, perencanaan, dan
arsip pelaporan, almari ATK.

Barang Milik Negara/Daerah.)

12.

Pengadilan Agama Sawahlunto
belum memiliki halaman yang
indah yang dapat memberikan
kenyamanan kepada masyarakat
pencari keadilan. Tak jarang jika
dimusim hujan tiba halaman
Pengadilan Agama Sawahlunto
akan menjadi berair dan
berlumpur, tanah halaman
menjadi lunak, tanah halaman
yang berlumpur sering kali
terbawa oleh kendaraan yang
memutar melewati halaman,
sehingga meninggalkan bekas
tanah di atas teras gedung kantor.
Kondisi ini bisa memberikan
kesan yang kurang nyaman bagi
para pencari keadilan yang datang
ke Pengadilan Agama Sawahlunto.

Kondisi tanah gedung kantor
bagian belakang yang
labil /bergerak, sehingga
mengakibatkan adanya
penurunan lantai halaman

belakang gedung kantor. Kondisi
ini sudah berlangsung sejak tahun
2015. Pada tahun 2020 telah
diadakan perbaikan, namun pada
2021 masih terjadi penurunan
dan sudah dilakukan
pemeliharaan, akan tetapi sampai
saat ini masih terjadi penurunan
lantai halaman belakang gedung
kantor yang disebabkan masih
adanya pergerakan tanah
timbunan/belum  sempurnanya
pemadatan tanah timbunan. Hal
ini menyebabkan lantai turun dan
terjadi keretakan sehingga
menimbulkan ketidak nyamanan
bagi para pencari keadilan, karena
tempat parkir kendaraan roda 2
para pihak berada di halaman
belakang gedung kantor.

Pengusulan belanja modal dan info dari
biro bisa digunakan dari biaya
pemeliharaan terlebih dahulu.
(Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun
1993 dalam rangka meningkatkan
pelayanan prima)
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13. Fasilitas/fitur pendukung dalam Pengusulan belanja modal dan info dari
pelaksanaan persidangan secara | biro bisa digunakan dari biaya
elektonik pada Pengadilan Agama pemeliharaan terlebih dahulu.
Sawahlunto belum memadai. (Perma 1 Tahun 2019 Tentang

Belum ada alokasi anggaran DIPA
untuk sarana dan prasarana
penunjang sidang elektronik dan
pengembangn TI pada Pengadilan
Agama Painan

Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik)

14.

Tenaga PPNPN Pengadilan Agama
Sawahlunto yang saat ini hanya
berjumlah 5 orang, terdiri dari :

3 orang Cleaning Servis

1 orang Sopir

1 orang Satpam

Sementara gedung kantor
memiliki luas 960M2 belum dan
berlantai 2, belum termasuk
halaman, dengan jumlah tenaga
Cleaning Service hanya berjumlah
3 orang, kinerja yang dilakukan
belum bisa dilakukan secara
maksimal, begitu juga dengan
Tenaga Satpam yang hanya 1.
orang, sementara pengamanan
lingkungan gedung kantor harus
dilaksanakan selama 24 jam
sehari.

Pengadilan Agama Koto Baru,
kekurangan tenaga satpam. Saat
ini satpam yang ada Cuma 2 orang
dan bergantian 1x24 jam dalam
pelaksanakan tugas

Tidak bisa diusulkan

15. Gedung Pengadilan Agama Padang Pengusulan belanja modal dan info dari
Panjang yang kecil sehingga susah | biro  bisa digunakan dari biaya
mengatur Ruang Pelayanan dan | pemeliharaan terlebih dahulu.

Ruang Arsip perkara (Prototype Gedung dan Surat Dirjen
Pada Pengadilan Agama Koto Baru Badilag Nomor:
ruangan arsip tidak memadai | 29 18/DJA/OT.01.3/10/2018 Tentang
sehingga arsip diatas 5 tahun | Pedoman APM)

disimpan di kantor lama sehingga

dalam pencarian arsip

membutuhkan waktu yang lama

dikarenakan jarak kantor baru

dan kantor lama berjauhan.

Gedung Pengadilan Agama Talu

yang tidak prototype, banyak

ruang ruang yang tidak bisa

terpenuhi sesuai aturan tersebut

16. Belum ada pegawai yang | Dimasukkan wusulan pegawai sbg
memangku jabatan fungsional | bendahara pada satuan kerja ke PTA
Bendahara  Pengeluaran dan Padang
Bendahara Penerimaan yang (Permenpan RB Nomor 54 tahun 2018

definitif pada Pengadilan Agama
Bukittinggi sehingga hingga saat
ini pekerjaan Bendahara masih

tentang Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja)
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dilaksanakan oleh Pelaksana.
Dengan diwajibkannya
penggunaan aplikasi SAKTI,
pekerjaan  Bendahara  sangat
berat.

- Bendahara Pengeluaran pada
Pengadilan Agama Muara Labuh
belum mempunyai Sertifakat
Nasional

Tidak adanya personel atau staff

kesekretariatan yang memiliki

sertifikat bendahara penerimaan dan
pengeluaran di Pengadilan Agama

Koto Baru, sehingga bendahara

pengeluaran dirangkap juru sita dan

bendahara penerimaan dirangkap
oleh panmud permohonan

17,

Aplikasi PNBP yang dapat diakses
Pengadilan Agama Muara Labuh ada
Pendaftar dan Panggilan, selain itu
tidak ada menunya

Aplikasi PNBP sudah digabung dengan
aplikasi Kinsatker,

Akan ada bimtek bendahara PNBP di
PTA

(PP 5 tahun 2019)

18.

Tidak adanya anggaran khusus atau
terkendala dengan akun yang tidak
ada dalam DIPA-RKAKL pada
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Usulkan anggaran untuk Sarana

Prasarana

19.| Kurangnya Pelatihan untuk | Bisa diikuti IG Pusdiklat Teknis dan
Peningkatan Kualitas SDM baik Menpin MARI untuk pelatihan
teknis maupun non teknis

20.| Kodifikasi surat bagian | Ikuti pola klasifikasi surat MARI
Perencanaan, IT dan Pelaporan

belum ada (Pengadilan Agama Lubuk
Sikaping)

21.

Penyusunan buku perpustakaan
pada Pengadilan Agama Maninjau
belum sesuai aplikasi yang terbaru

Perlu diinstalkan aplikasi perpustakaan
MARI

22.| Aplikasi Persuratan Digital | Perlu diinstalkan aplikasi Sisutan
(SISUTAN) belum terlaksana secara
optimal (Pengadilan Agama
Maninjau)

23.| Pada Pengadilan Agama Pulau | Masukkan usulan baperjakat
Punjung pelaksanaan tugas
pemanggilan oleh jurusita/jurusita
pengganti dilaksanakan oleh

Panmud dan Kasubbag.

N, M.H.
031004

N

IP. 19550826198



